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INTISARI 

 

Keberadaan Sungai Kalianyar yang terletak di Kota Surakarta telah 

banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Sungai Kalianyar 

merupakan aset bangsa yang bernilai sosial, ekonomi, dan lingkungan yang 

tinggi sehingga harus dijaga dan dilestarikan untuk masa depan. Fakta 

menunjukkan bahwa pada daerah sempadan Sungai Kalianyar di Kelurahan 

Gilingan banyak yang dikuasai dan digunakan sebagai permukiman oleh 

masyarakat. Permukiman masyarakat tersebut ada yang bersifat permanen 

maupun semi permanen. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status penguasaan tanah 

di daerah sempadan Sungai Kalianyar, kebijakan Kantor Pertanahan Kota 

Surakarta dalam mengatur penguasaan dan penggunaan tanah di sempadan 

Sungai Kalianyar serta kesesuaian antara penguasaan dan penggunaan 

tanah di daerah sempadan Sungai Kalianyar dengan Peraturan Daerah 

Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Teknik pengambilan sampel terhadap tanah dan masyarakat 

menggunakan teknik purposive sampling. Jenis dan sumber data yang 

diambil berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh 

melalui wawancara dengan masyarakat pemilik tanah serta kepada para 

pejabat yang terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 

wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan yaitu 

teknik analisis data kualitatif. 

Hasil menunjukkan bahwa status penguasaan tanah di daerah 

sempadan Sungai Kalianyar masih berupa Tanah Negara dan ada sebagian 

yang sudah berupa Tanah Hak. Status sebagai Tanah Negara dibuktikan 

dengan bukti kepemilikan tanah yang dipunyai oleh masyarakat hanya 

berupa Surat Keterangan Tanah bahkan ada yang tidak mempunyai alat 

bukti. Status tanah hak dibuktikan dengan bukti kepemilikan tanah berupa 

Sertipikat Hak Guna Bangunan. Kebijakan Kantor Pertanahan Kota 

Surakarta dalam mengatur penguasaan dan penggunaan tanah dilakukan 

terhadap tanah-tanah yang sudah bersertipikat dan terhadap tanah yang 

belum bersetipikat. Penguasaan dan penggunaan tanah di daerah 

Sempadan Sungai Kalianyar tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi 

Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kota selalu dipandang sebagai pusat pendidikan, pusat kegiatan 

ekonomi, pusat pemerintahan. Dengan segala fasilitas yang dimiliki, kota 

berfungsi sebagai pusat kegiatan manusia yang selalu mengalami 

perkembangan, baik kualitas maupun kuantitasnya. 

Peningkatan jumlah penduduk kota sebagai akibat tingginya 

tingkat pertumbuhan penduduk, baik yang  berasal dari warga kota 

maupun dari kaum pendatang, ternyata membawa berbagai implikasi. 

Salah satu    implikasinya adalah  meningkatnya kebutuhan  akan   tanah   

baik   sebagai   tempat  hunian maupun tempat usaha. Pertumbuhan kota 

yang semakin berkembang, sementara luas tanah terbatas menyebabkan 

timbulnya berbagai masalah perkotaan seperti perumahan kumuh, 

kurangnya sanitasi, kemacetan lalu lintas, okupasi (pendudukan) liar, 

dan sebagainya. Salah satu daerah yang dijadikan sasaran untuk okupasi 

(pendudukan) liar adalah daerah sempadan sungai. Pendudukan di 

daerah sempadan sungai jelas akan mengancam keselamatan fungsi dan 

manfaat sungai. 

Sungai bagi daerah perkotaan memiliki fungsi dan manfaat 

antara lain sebagai fungsi drainase, irigasi, transportasi, wisata, seni, air 

minum, ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekologis. Namun, fungsi 
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sungai di perkotaan jarang dipertahankan, justru fenomena kebalikannya 

yang berkembang dewasa ini. 

Sempadan sungai merupakan daerah tata air sungai yang ada 

mekanisme inflow ke sungai dan outflow ke air tanah. Proses inflow-

outflow ini merupakan proses konservasi sungai dan air tanah secara 

umum, sehingga sempadan sungai memiliki peran vital dalam menjaga 

ekosistem sungai dan melestarikan fungsi dan manfaat sungai. Daerah 

sempadan sungai merupakan daerah bantaran banjir yang berfungsi 

memberikan kemungkinan luapan air banjir ke samping kanan kiri sungai 

(Agus Maryono dalam website: www.kompas.com). 

Jika keberadaan sempadan sungai ini terganggu misalnya 

dengan adanya bangunan di atasnya, proyek pentalutan sungai serta 

adanya penanggulan, maka fungsi sempadan sungai yang sangat vital 

tersebut akan rusak total. 

Berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang berdasarkan fungsi 

utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. 

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang 

Pengelolaan Kawasan Lindung, kawasan lindung meliputi: (1) kawasan 

yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya, (2) kawasan 

perlindungan setempat, (3) kawasan suaka alam dan cagar budaya dan 

(4) kawasan rawan bencana. Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 pada 

peraturan yang sama, kawasan perlindungan setempat terdiri dari: (1) 



- 3 - 
 

sempadan pantai, (2) sempadan sungai, (3) sempadan sekitar 

danau/waduk, (4) kawasan sekitar mata air.  

Daerah sempadan sungai termasuk kawasan perlindungan 

setempat yang harus dijaga kelestariannya. Dalam Pasal 15 Keputusan 

Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, 

perlindungan sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari 

kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air 

sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran 

sungai. Kriteria sempadan sungai berdasarkan Pasal 16 pada peraturan 

yang sama yaitu: (a) sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri kanan 

sungai besar dan 50 meter di kiri kanan sungai yang berada di luar 

permukiman, (b) untuk sungai di kawasan permukiman berupa 

sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk jalan inspeksi antara 

10-15 meter. Penetapan garis sempadan sungai ini penting untuk secara 

preventif menanggulangi banjir, longsoran tebing, dan erosi sungai yang 

ada, serta mencegah sedini mungkin perkembangan permukiman yang 

banyak menjarah daerah sempadan sungai. 

Dalam situs : www.suaramerdeka.com yang diakses pada 

tanggal 03 Juni 2009 memuat bahwa: 

“Hampir seluruh daerah bantaran sungai di Solo telah banyak 

menjadi kawasan hunian. Puluhan warga berjejal menempati 

tempat yang seharusnya tidak ditempati untuk alasan 

keselamatan. Sebut saja bantaran Sungai Bengawan Solo atau 

Kalianyar yang dihuni warga. Mereka menghuni bagian yang 

rawan banjir dan tersapu aliran air.” 
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Sungai Kalianyar merupakan salah satu sungai yang melintasi 

Kota Surakarta dengan panjang lintasan ±6,33 Km (Bagus Heru Doyo 

Martono, 2005: 81). Keberadaan Sungai Kalianyar yang terletak di Kota 

Surakarta telah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. 

Sungai Kalianyar merupakan aset bangsa yang bernilai sosial, ekonomi, 

dan lingkungan yang tinggi sehingga harus dijaga dan dilestarikan untuk 

masa depan. 

Fakta menunjukkan bahwa pada daerah sempadan Sungai 

Kalianyar di Kelurahan Gilingan banyak yang dikuasai dan digunakan 

sebagai permukiman oleh masyarakat. Permukiman masyarakat tersebut 

ada yang bersifat permanen maupun semi permanen.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian 

dengan mengambil judul “Penguasaan dan Penggunaan Tanah di 

Daerah Sempadan Sungai Kalianyar (Studi di Kelurahan Gilingan 

Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)”. 

B. Perumusan Masalah 

Sungai Kalianyar yang terletak di Kota Surakarta merupakan salah 

satu sumber daya yang mempunyai fungsi yang sangat penting, 

sehingga keberadaan sungai tersebut perlu dijaga kelestariannya. 

Sementara banyak masyarakat yang menggunakan daerah sempadan 

sungai tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya. Jika hal ini 

dibiarkan secara terus-menerus akan mengakibatkan pendangkalan 
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sungai. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

diangkat adalah : 

1. Bagaimanakah status penguasaan tanah di daerah sempadan Sungai 

Kalianyar? 

2. Bagaimanakah kebijakan Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam 

mengatur penguasaan dan penggunaan tanah di sempadan Sungai 

Kalianyar? 

3. Bagaimanakah kesesuaian antara penguasaan dan penggunaan 

tanah di daerah sempadan Sungai Kalianyar dengan Peraturan 

Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis 

Sempadan? 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui status penguasaan tanah di daerah sempadan 

Sungai Kalianyar. 

b. Untuk mengetahui kebijakan Kantor Pertanahan Kota Surakarta 

dalam mengatur penguasaan dan penggunaan tanah di 

sempadan Sungai Kalianyar. 

c. Untuk mengetahui kesesuaian antara penguasaan dan 

penggunaan tanah di daerah sempadan Sungai Kalianyar dengan 

Peraturan Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang 

Garis Sempadan. 
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2. Kegunaan penelitian ini adalah : 

a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Kantor 

Pertanahan Kota Surakarta dalam pembuatan kebijakan yang 

berkaitan dengan pemberian hak atas tanah di daerah sempadan. 

b. Sumbangan untuk memperkaya pengetahuan di bidang 

pertanahan khususnya dalam pemberian hak atas tanah di 

daerah sempadan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bedasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kelurahan 

Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dapat ditarik kesimpulan 

bahwa: 

1. Status tanah di daerah sempadan Sungai Kalianyar bervariasi. 

Sebanyak dua puluh tiga warga telah memiliki bukti sertipikat berupa 

sertipikat Hak Guna Bangunan, tiga puluh warga memiliki bukti 

kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah, sedangkan 

seratus warga tidak memiliki bukti apapun. 

2. Kebijakan yang diambil Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam 

mengatur penguasaan dan penggunaan tanah dibedakan menjadi : 

a. Terhadap bidang-bidang tanah yang sudah bersertipikat, yaitu 

dengan menerbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan dengan 

jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. 

b. Terhadap bidang-bidang tanah yang belum bersertipikat, yaitu 

dengan mengambil langkah berupa : 

1. Penyuluhan 

2. Pendataan 

3. Tidak menerbitkan sertipikat  
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3. Penguasaan dan penggunaan tanah yang ada di sempadan Sungai 

Kalianyar tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa 

Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan. 

 

B. Saran 

1. Kepada masyarakat yang menempati daerah sempadan Sungai 

Kalianyar agar senantiasa menjaga keberadaan sungai karena sungai 

memiliki fungsi yang sangat utama untuk menopang kehidupan 

manusia. 

2. Masyarakat yang tinggal di daerah sempadan Sungai Kalianyar 

adalah masyarakat asli Kota Surakarta, sehingga diperlukan 

penanganan yang arif dan bijak dalam menyikapi tumbuhnya 

permukiman liar di daerah tersebut. Hal yang bijaksana yang 

dilakukan adalah dengan merelokasi mereka atau memberikan 

mereka ganti rugi jika mereka harus pindah dari daerah tersebut. 

3. Penyuluhan yang ditujukan kepada masyarakat hendaknya dilakukan 

secara koordinatif dengan melibatkan instansi terkait. 
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